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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 0B TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

BUPATI LAMANDAU,

bahwa program pendidikan wajib belajar sembilan tahun
pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar
bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh
sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar
yvang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
dan ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pembagian kewenangan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan, Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2015 tentang Wajib
Belajar Dua Belas Tahun sudah tidak sesuai sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); /7
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Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 186)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal |19 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal |9 Oktober 2021
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